IX. BIROKRASI DAN DEPERSONALISASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN


Para tenaga kesehatan yang bekerja dalam lingkungan birokrasi  ( Rumah sakit ) adalah merupakan tenaga professional yang otonom. Akan tetapi dengan berkembangnya ilmu dan teknologi kesehatan dan semakin kompleksnya organisasi rumah sakit maka berbagai kebutuhan keorganisasian rumah sakit berpengaruh terhadap Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlibat di dalam birokrasi rumah sakit  tersebut. Oleh karena itu sekalipun sudah selayaknya dan diterima oleh umum bahwa Pelayanan kesehatan selalu diadakan demi kesejahteraan dan kebaikan pasien, namun banyak peraturan di rumah sakit yang dibuat demi kemudahan para staf medik, perawat dan administrasi rumah sakit. Hal ini dimaksudkan agar Pelayanan dapat dilaksanakan lebih efisien dan ekonomis.


Sehubungan dengan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dibakukannya tugas Pelayanan dalam peraturan rumah sakit dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna keorganisasian rumah sakit yang pada akhirnya bermanfaat demi kepentingan pasien. Akan tetapi kenyataannya timbul perlakuan mendepersonalisasikan pasien karena pasien dianggap sebagai objek semata. Padahal seharusnya manajamen Pelayanan kesehatan selayaknya bertitik tolak dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia


Lumenta ( 1989;54 ) mengemukakan bahwa; para professional kesehatan di rumah sakit sebenarnya tidak bertujuan atau sengaja mendepersonalisasikan pasien, akan tetapi peraturan yang berlaku dalam tugas dan pekerjaannya itulah yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan pasien dan munculnya perasaan depersonalisasi pada pasien


Selanjutnya dikatakan pula bahwa sebagian besar laporan tentang depersonalisasi menunjukkan pengalaman  subjektif pasien yang hanya dilakukan sebagai objek dan barang. Setidak-tidaknya depersonalisasi dikemukakan sebagai akibat perasaan pasien yang terisolir dari keluarga, kerabat/rekan dan perasaan terisolasi ini bertambah apabila gejala fisik seperti nyeri, kelemahan dan gejala lain yang berhubungan dengan penyakitnya bertambah, sehingga secara fisik dan Psikis merasa bertambah terasing 


Permasalahan Pelayanan kesehatan bagi masyarakat golongan menengah dan atas di wilayah kota di Indonesia sebenarnya hampir sama dengan di negara maju dalam mengejar efisiensi dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks di bidang kesehatan. Birokrasi dan depersonalisasi pasien yang terjadi di negara maju adalah sebagai akibat samping dari perkembangan teknologi dan hal ini merupakan gejala sosial  yang terjadi dalam pelayanan kesehatan 


Namun di Indonesia sebagai negara berkembang berpeluang dan memiliki kesempatan untuk melakukan alih teknologi dan memanfaatkan teknologi maju di bidang kesehatan dalam Pelayanan kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan sistem Pelayanan kesehatan yang didasarkan pada nilai kultural yang terkandung di dalam falsafah negara. Dengan demikian maka mutu atau kualitas akan Pelayanan kesehatan dapat lebih baik terutama kualitas dari Sumber daya manusia kesehatan itu sendiri dalam menghadapi, melayani ataupun memberi pertolongan dalam upaya kesehatan kepada pasien/klien.


Selanjutnya untuk memperoleh gambaran dalam memahami pentingnya pengendalian mutu Pelayanan kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan, perlu diketahui sekilas tentang sarana Pelayanan kesehatan, Pelayanan rumah sakit dan standar Pelayanan medik

A. Sarana Pelayanan kesehatan


Dalam Tap MPR No. II/MPR/1993 disebutkan antara lain bahwa Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat harus mengindahkan prinsip kemanusiaan dan kepatutan. Dalam hal ini salah satu bentuk peran serta masyarakat dapat berupa sarana pelayanan kesehatan, sebab penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian maka yang dimaksud sarana Pelayanan kesehatan di sini adalah sarana Pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.


Dalam pembahasan ini yang disoroti tentang sarana pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, oleh karena rumah sakit memiliki sifat atau karakteristik sebagai organisasi yang sangat kompleks dan mempunyai berbagai fungsi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 159b/MENKES/PER/II/1988,  fungsi rumah sakit adalah sebagai berikut:

· Menyediakan dan menyelenggarakan Pelayanan medik, Pelayanan penunjang medik, Pelayanan perawatan, Pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan

· Sebagai tempat pendidikan dan atau latihan tenaga kesehatan

· Sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang pedoman organisasi rumah sakit umum bahwa rumah sakit umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

· Menyelenggarakan Pelayanan medik

· Menyelenggarakan Pelayanan penunjang medik dan non medik

· Menyelenggarakan Pelayanan dan asuhan keperawatan

· Menyelenggarakan Pelayanan rujukan

· Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

· Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

· Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

Hudenburg membagi fungsi rumah sakit ke dalam enam sistem yang tidak dikaitkan pada garis organisasi secara umum yaitu:

· Sistem penginapan pasien

· Sistem pengobatan

· Sistem pemasokan

· Sistem kerumahtanggaan

· Sistem instalasi

· Sistem pengusahaan

Sedangkan Durbin dan Springall menambahkan satu fungsi lagi yaitu sebagai pendidikan dokter terutama bagi rumah sakit yang dimanfaatkan sebagai rumah sakit pendidikan. Di Indonesia untuk menjadi rumah sakit pendidikan harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri dari Instansi yang memiliki atau menyelenggarakan rumah sakit tersebut.

Selanjutnya yang dimaksud dengan rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit yang dimiliki/diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan, Pemerintah daerah, TNI dan BUMN, sedangkan rumah sakit swasta adalah yang dimiliki/diselenggarakan oleh Yayasan yang telah berbadan hukum.

B. Standar Pelayanan Kesehatan


Dengan semakin majunya perkembangan Ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta semakin baiknya tingkat pendidikan dan Keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka syarat mutu menjadi bertambah penting. Oleh sebab itu salah satu upaya yang dapat dilakukan agar dapat diselenggarakannya Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah dengan dipenuhinya standar Pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.


Standar Pelayanan kesehatan dapat dibedakan atas dua macam yaitu; Standar persyaratan minimal ( minimum requirement standard ) dan standar penampilan minimal ( minimum performance standard ) 

1. Standar persyaratan minimal

a. Standar masukan

Yaitu persyaratan minimal unsur masukan yang diperlukan untuk dapat diselenggarakannya Pelayanan kesehatan yang bermutu. Di dalam standar ini unsur terpenting adalah; tenaga pelaksana, sarana dan dana. Apabila standar masukan tidak terpenuhi maka berarti Pelayanan kesehatan yang di-selenggarakan bukan Pelayanan yang bermutu

b. Standar Lingkungan

Di dalam standar Lingkungan ini yang terpenting adalah;

1). Garis besar kebijakan ( policy ) yang digunakan sebagai pedoman oleh sarana Pelayanan dalam menyelenggarakan kegiatannya

2). Struktur dan pola organisasi yang diterapkan oleh sarana Pelayanan kesehatan

3). Sistem manajemen yang dianut oleh sarana Pelayanan kesehatan

Sarana Lingkungan ini popular dengan sebutan standar organisasi dan manajemen.

c. Standar proses

Proses yang dimaksudkan di sini dibedakan atas dua macam yaitu; tindakan medik dan tindakan non medik yang diselenggarakan oleh sarana Pelayanan kesehatan. Standar proses ini dikenal sebagai standar tindakan

2. Standar penampilan minimal


Dimensi standar penampilan sangat luas oleh karena standar ini menunjuk pada unsur keluaran ( out put ). Namun karena Pelayanan kesehatan pada hakikatnya diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasien maka dimensi yang dianut lebih diutamakan dari sudut pasien yaitu dapat menimbulkan rasa puas pada pasien tersebut.  Dikenal ada dua aspek penampilan yaitu; penampilan aspek medik dan penampilan aspek non medik yang kedua aspek tersebut menyangkut kepuasan pasien terhadap Pelayanan kesehatan.

Kedua standar tersebut di atas saling berhubungan dan mempengaruhi yang secara keseluruhan disebut dengan standar Pelayanan kesehatan. Sampai saat ini berbagai standar masukan dan lingkungan  telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI

